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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPUI.AUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR i 87 I PP.O 4.2 -Kpt I 7 2O7 / KPU -Kab / vt / 2O2A

TENTANG

PEMBERHENTTAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITTA PEMUNGUTAN SUARA

DESABAKAI,AN KECAMATAN TINANGKUNG DAI,AM PEMIUHAN GUBERNUR DAN

WAKTL GTJBERNUR FR,OVINSI SUI,AWESI TENGA}I TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang a. bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol5 tentang Tata

Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa

Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU

Kabupaten/Kota;
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b bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri

Saudari Ermasari Nursin, S.Pd sebagai anggota PPS

Desa Elakalan Kecamatan Tinangf,ung pada tanggal

28 Mei 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banegai Kepuliauan tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung;

Undan5Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten,/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O15 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
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Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua

atas Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O15 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan,/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Kepulauan Nomor 35/PP.0a.2-Kptl72O7 IKPU-
Kab /lll /2O2O tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Tinang!<ung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2O2O;
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Menetalrkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN

BANGGAI KEPUI.AUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI TENGAH TAHUN 2O2O

Memberhentikan:

Saudara Ermasarl fursln, S.Pd sebagai Anggota Panitia

Pemungutan Suara Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

Mengangkat:

Saudara f'alsal Hamld sebagai Anggota Panitia Pemungutan

Suara Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Dilctum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihal

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2O2O di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 202O.

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi

Pemilhan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

35/PP.O4.2-Kpt / 7'207 / l{PU -Kab I m / 2O2O tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecematan

Tinalgkung Kabupa.ten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

202O, khusus atas nama Ermasarl llursln, S.Pd, dinyatakan

tidak berlaku.
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KEENAM : Keputusan ini mul,ai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

dengan tangal 3l Januari 2O21.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILITIAN UMUM
KAE}UPATEN BANGCAI KEPULAUAN,

TAMIN
Salinan sesuai dengan aslinya

KPU KAE}. BANGGAI KEPUI.AUAN
Hukum,

r'

MUH. ARIPIN
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